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ABSTRAK 

 

Bantuan hukum pada desa tidak hanya melakukan kegiatan misi hukum desa tetapi juga 

merupakan metode yang penting untuk mencapai tujuan program dari pemerintah untuk 

desa, mengawasi perubahan desa untuk membuat desa menjadi desa baru yang kreatif dan 

mandiri. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini untuk membina dan mengawasi 

perencanaan pembangunan desa. Pemberdayaan aparatur desa melalui pembinaan dan 

pengawasan yang tepat akan meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam membuat 

perencanaan pembangun desa. Perencanaan yang maksimal akan membuat program-

program desa tepat sasaran sehingga bisa mensejahterakan masyarakat desa. Kegiatan 

pengabdian masyarakat melalui pemberdayaan dan musyawarah yang dilakukan pada Bulan 

Januari 2023 bekerjasama tim Badan Pengawas Desa Jrebeng, Gresik yang dihadiri beberapa 

aparatur desa dan seluruh komponen masyarakat desa menghasilkan perencanaan 

pembangunan desa sehingga bisa melaksanakan kewenangan lokal berskala desa. 

Pembangunan desa dalam konteks desa sesuai kewenangan lokal berskala desa melalui 

Peraturan Menteri Desa PDTT Tahun 2015 Nomor 1. Pemahaman yang baik tentang karakter 

masyarakat dan dinamika pemerintahan desa sehingga memfasilitasi pemberdayaan 

masyarakat dan aparatur desa dalam proses pembangunan desa yang lebih baik. Perencanaan 

dan pengelolaan pembangunan desa yang transparan, aktif dan berintegritas supaya sesuai 

dengan tujuan pembentukannya untuk meningkatkan perekonomian desa dan 

masyarakatnya. 

Kata Kunci : Desa; Musyawarah, Pembangunan, Perencanaan. 
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PENDAHULUAN 

Pada waktu lampau banyak 

masyarakat desa lebih memilih untuk 

melakukan urbanisasi atau perpindahan 

masyarakat dari desa ke kota untuk 

memperbaiki kehidupan perekonomian 

mereka. Kota dinilai lebih berpotensi 

karena banyak sekali usaha yang bisa 

dilakukan. Sedangkan di desa hanya 

bekerja sebagai petani dan atau buruh tani 

karena tidak memiliki lahan pertanian. 

Sekarang sudah banyak perubahan, 

pemerintah sekarang lebih memeratakan 

kehidupan perekonomian masyarakat 

tidak hanya di kota, tetapi juga kehidupan 

perekonomian masyarakat desa(Tondang, 

2022).  

Potensi desa untuk maju dan 

berkembang sangat pesat melalui badan 

usaha desa yang didahului dengan 

dibentuknya perencanaan Pembangunan 

desa(Faqih & Prawoto, 2021). Sesuai 

dengan amanah dan menjamin penerapan 

Undang-Undang RI No 6 Tahun 2014 

tentang Desa tentang Desa secara 

sistematis, konsisten dan berkelanjutan 

dengan fasilitasi, supervisi dan 

pendampingan.  

Desa Jrebeng yang terletak di 

Kabupaten Gresik, Jawa Timur memiliki 

luas keseluruhan 510.19 ha. Dengan batas – 

batas wilayah Desa Jrebeng pada sebelah 

utara Desa Mojopetung, sebelah timur 

Desa Sekargadung, sebelah selatan Desa 

Banjarejo, dan sebelah barat Desa Baron. 

Jarak tempuh dari Desa Jrebeng menuju 

Kota Gresik membutuhkan waktu yang 

relatif lama sekitar 1 jam. Desa Jrebeng 

dihuni oleh 456 kepala keluarga dengan 

jumlah penduduk keseluruhan 1.357 jiwa 

yang sebagian besar bekerja sebagai petani 

dan petambak ikan/udang. 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini 

merupakan program rutin dari Badan 

Pengawas Desa (BPD). Tujuan kegiatan ini 

antara lain: 1)meningkatkan 

perekonomian desa, 2)mengoptimalkan 

aset desa agar bermanfaat untuk 

kesejahteraan desa, 3)meningkatkan 

masyarakat dalam pengelolaan potensi 

ekonomi desa, 4)mengembangkan rencana 

kerja sama usaha antar desa dan/atau 

dengan pihak ketiga(Telaumbanua & 

Ziliwu, 2022). Kegiatan pengabdian 

masyarakat ini akan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dengan cara 

perbaikan perencanaan melalui 

penyusunan rencana pembangunan 

jangka menengah desa dan rencana 

pembangunan tahunan, pelaksanaan 

pembangunan,  sehingga tercapai 

pertumbuhan dan pemerataan 

pembangunan desa. 

Hasil dari survei awal yang 

dilakukan pada pengurus desa Jrebeng 

menunjukkan sebelum kegiatan 

pengabdian masyarakat baik itu kepala 

desa, aparat desa dan banyak warga 

masyarakat yang belum mengetahui 

perencanaan pembangunan desa yang 

baik, penyusunan perencanaan jangka 

menengah dan rencana pembangunan 

tahunan desa, serta cara melaksanakan 

perencanaan yang sudah disusun. 

Pemerintah daerah kabupaten/kota 

memberikan anggaran dana desa yang 

tidak sedikit dan masyarakat desa harus 

bisa mengelola dengan baik. Selain itu 

kekayaan alam dan potensi desa menjadi 

modal awal desa dalam 

pembangunan(Ahmad, 2023). Modal lain 
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dari anggaran pembangunan desa dapat 

bersumber dari dana segar bantuan dari 

pemerintah pusat, bantuan pemerintah 

daerah, asset desa yang diserahkan ke 

desa(Sekarningrum, 2019). 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini 

sebagai wujud untuk memelihara spirit 

keberpihakan pada kepentingan 

masyarakat namun pada sisi lain sebagai 

sarana inovasi bagi pendidik untuk secara 

kreatif mengatasi persoalan-persoalan di 

masyarakat secara spesifik sesuai keahlian 

pendidik.  

Pemberdayaan aparatur desa 

melalui musyawarah sangat efektif dalam 

meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman masyarakat mengenai 

perencanaan Pembangunan desa(Kuniyo 

& Larasati, 2019; Sudianing & Ardana, 

2022). Informasi yang telah diberikan akan 

sangat membantu perubahan sosial 

masyarakat. Inovasi kegiatan pengabdian 

masyarakat ini, tidak hanya musyawarah 

namun juga konsultasi atas segala 

permasalahan yang terjadi dalam 

pemerintahan desa mewujudkan 

perencanaan dan pembangunan desa 

mandiri dan kreatif. Oleh karena itu, 

kegiatan pengabdian masyarakat ini untuk 

menjelaskan pemberdayaan aparatur desa 

melalui musyawarah perencanaan 

pembangunan desa 

 

PEMBAHASAN 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini 

bertujuan untuk memberdayakan aparatur 

desa dalam merancang perencanaan 

pembangunan desa. Pemberdayaan dalam 

konteks ini berarti meningkatkan kapasitas 

dan kemampuan aparat desa dalam proses 

perencanaan pembangunan desa. Untuk 

mencapai tujuan ini, kegiatan dimulai 

dengan pelaksanaan musyawarah bersama 

aparat pemerintahan desa untuk 

membentuk kesepakatan mengenai 

beberapa poin kegiatan yang diperlukan. 

Setelah mendapatkan dukungan dari 

seluruh aparat pemerintahan desa, 

kegiatan dilanjutkan dengan upaya 

meningkatkan pemahaman masyarakat 

Desa Jrebeng dan aparat pemerintahan 

desa terkait perencanaan pembangunan 

desa. Pentingnya kerjasama Badan 

Pengawas Desa (BPD) dengan aparat 

pemerintahan Desa Jrebeng menjadi 

landasan utama dalam pelaksanaan 

kegiatan ini. Dengan demikian, 

pemberdayaan aparatur desa tidak hanya 

terfokus pada aspek kemampuan teknis 

mereka, tetapi juga melibatkan partisipasi 

aktif masyarakat dalam merumuskan dan 

melaksanakan rencana pembangunan 

desa. 

Melalui pendekatan musyawarah 

dan kerjasama yang kokoh antara aparat 

pemerintahan desa dan Badan Pengawas 

Desa, diharapkan kegiatan ini dapat 

menciptakan perencanaan pembangunan 

desa yang lebih inklusif dan berdaya guna, 

serta memberikan dampak positif bagi 

pengembangan desa secara keseluruhan. 

Sisipan pendukung seperti pelatihan, 

penyuluhan, dan pendampingan dalam 

proses perencanaan dapat menjadi 

langkah konkret untuk memastikan 

pemberdayaan aparatur desa berlangsung 

efektif dan berkelanjutan.  

Dalam mewujudkan perencanaan 

pembangunan desa terlebih dahulu harus 

bisa mengenali dinamika masyarakat desa,  

karakteristik pimpinan dan pengurus desa 

yang baik serta potensi-potensi yang ada di 

desa. Penjelasan materi meliputi: 

pengertian perencanaan Pembangunan 

desa, penyusunan rencana pembangunan 

jangka menengah desa (RPJM Desa) tiap 

bulan, penyusunan rencana Pembangunan 

desa tahunan atau yang disebut rencana 

kerja pemerintah desa. Dalam penyusunan 
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rencana jangka menengah desa juga harus 

meliputi infrastruktur, pemeliharaan 

sarana prasarana kesehatan, pelayanan 

kesehatan, pendidikan dan 

kebudayaan(Nazrantika & Rosmida, 2018), 

ekonomi produktif serta pemanfaatan dan 

pemeliharaan sarana prasarana ekonomi, 

pelestarian lingkungan hidup, pembinaan 

dan pemberdayaan masyarakat.  

Tahapan pelaksanaan kegiatan 

pengabdian masyarakat ini musyawarah 

selanjutnya adalah penyusunan RPJM 

Desa bersama unsur masyarakat desa dan 

kepala desa. Untuk membentuk RPJM 

Desa maka harus terbentuk tim dalam 

perencanaan maupun pelaksanaan. 

 

 
Gambar 1 

Musyawarah Perumusan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah dan Tahunan 

(Suyanto, 2023) 

 

 
Gambar 2 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 

(Suyanto, 2023) 

Musyawarah yang dilaksanakan 

pada tanggal 3 November 2021 di Balai 

Desa Jrebeng, Kabupaten Gresik Jawa 

Timur. Kegiatan dihadiri 15 orang 

termasuk pengurus desa dan masyarakat 

umum sebagaimana gambar 1. 

Pelaksanaan pendampingan tidak hanya 

dilakukan 1 tahun namun bertahun-tahun 

sampai dengan saat ini. 

Hasil musyawarah desa menjadi 

dasar penyusunan ketetapan kepala desa 

mengenai perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan desa. Dalam 

pelaksanaannya, tim Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki 

peran penting dalam memberikan 

konsultasi dan supervisi untuk 

menyelesaikan masalah terkait 

perencanaan, pelaksanaan, serta 

memantau evaluasi terhadap target yang 

telah ditetapkan. Adanya dukungan tim 

BPD diharapkan dapat meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pembangunan 

desa, sehingga hasilnya dapat memberikan 

dampak positif yang signifikan bagi 

masyarakat. Untuk mengukur tingkat 

keberhasilan pengabdian masyarakat ini, 

dilakukan pengamatan terhadap kondisi 

awal dan perbandingan dengan kondisi 

terbaru Desa Jrebeng. Pendekatan ini 

memberikan gambaran yang 

komprehensif tentang perkembangan dan 

dampak nyata yang dihasilkan dari upaya 

pengabdian masyarakat dalam 

memajukan pembangunan desa. 

Sebelum dilakukan musyawarah 

dan pemberdayaan banyak masyarakat 

tidak mengetahui dan memahami 

perencanaan Pembangunan desa dengan 

baik. Namun setelah musyawarah dan 

sosialisasi ke warga banyak warga antusias 

bertanya dan peningkatan pemahaman 

perencanaan Pembangunan Desa Jrebeng. 

Minat masyarakat dan pengurus desa 

sangat tinggi atas hasil yang ingin dicapai. 

Sekitar bulan November 2022 dilakukan 
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evaluasi didapatkan hasil sebagaimana 

tabel berikut: 

 
Tabel 1. Pembangunan Desa Jrebeng 

No. Perencanaan Pencapaian (%) 

1. Infrastruktur Desa 70 

2. 

Pemeliharaan Sarpras 

Kesehatan: air bersih, 

sanitasi lingkungan 

90 

3. Pelayanan kesehatan 50 

4. 
Pendidikan dan 

kebudayaan 
90 

5. Ekonomi produktif 70 

6. 
Pemanfaatan Sarpras 

ekonomi 
60 

7. 
Pelestarian 

lingkungan hidup 
75 

8. 

Pembinaan dan 

Pemberdayaan 

masyarakat 

80 

 

Perencanaan pembangunan desa 

membutuhkan waktu yang cukup lama 

karena melibatkan banyak orang, banyak 

ide/ pemikiran. Penentuan kondisi desa 

serta menyusun perencanaan anggaran 

Pemerintahan Desa membutuhkan 

pendampingan yang intensif karena hal 

tersebut sangat sensitif. Setelah penetapan 

Undang-Undang Tahun 2014 Nomer 6 dan 

PP 11 tahun 2021 tentang Desa maka 

banyak hal yang bisa dilakukan oleh 

sebuah desa agar desa lebih sejahtera 

terutama masyarakatnya. 

Perencanaan Pembangunan Desa 

Jrebeng sudah terbentuk sejak 2021 dan 

permasalahan yang terjadi selama 

pelaksanaan, evaluasi perencanaan 

dengan tujuan yang telah ditetapkan 

selama 1-2 tahun, tidak selalu berjalan 

sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. 

Pembangunan desa tidak dikelola dengan 

profesional dan masyarakat yang 

mengelola hanya masyarakat awam yang 

kurang memahami manajemen ekonomi/ 

manajemen kesehatan(Suroso et al., 2023). 

Banyak warga masyarakat Desa Jrebeng 

yang berkompeten namun lebih tertarik 

untuk mengerjakan pekerjaan lainnya 

daripada mengelola pemerintahan desa 

dan perencanaan serta pelaksanaan 

Pembangunan desa. Meskipun 

perencanaan desa dipimpin oleh struktur 

pengurus desa, namun pengurus desa 

banyak kesibukan pekerjaan dalam 

administrasi pelayanan masyarakat desa 

sehingga beban kerja berlebih bagi 

pengurus desa. Oleh karena itu perlu 

adanya revitalisasi perencanaan dengan 

pendampingan pelaksanaan 

pembangunan dan pengawasan 

pembangunan.  

Seiring dengan berjalannya waktu 

pemerintahan Desa Jrebeng yang telah 

dibentuk dan dilaksanakan selama 

beberapa bulan sampai dengan tahun juga 

memiliki masalah yang dihadapi dalam 

pembangunan desa. Melalui kegiatan 

pemberdayaan aparatur desa, semua 

permasalahan yang terjadi selama 

pemerintahan desa beroperasional dapat 

dilakukan konsultasi online maupun 

pendampingan langsung/ tatap muka.  

Saat ini merupakan era digitalisasi 

yang menuntut masyarakat untuk maju 

dalam penggunaan teknologi tidak hanya 

sosial masyarakat namun juga kehidupan 

perekonomian(Suyanto, 2023). 

Pelaksanaan konsultasi secara online 

melalui website dan kombinasi tatap muka 

dinilai efektif tidak hanya dari segi waktu 

tetapi juga segi manfaat yang 

didapatkan(Budyastomo, 2021; Shaw et al., 

2018). 

Permasalahan yang terjadi 

berikutnya pemerintahan desa sering 

tertinggal dalam informasi terbaru dari 

pemerintahan atau akses informasi yang 

terbatas karena desa pedalaman tidak 

semua provider internet tersedia. Oleh 

karena itu, seiring dengan bertambahnya 

usaha ekonomi desa melalui jasa online 

maka salah satunya ekonomi produktif 

mempermudah jual beli barang dan jasa 

secara online, menyediakan akses internet 
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desa melalui wifi di berbagai tempat yang 

dapat dinikmati oleh semua warga 

masyarakat desa(Sampurno & E, 2022). 

Ketika banyak masyarakat yang mudah 

mengakses informasi, perdagangan barang 

dan jasa lebih dikenal semua warga 

masyarakat desa akan efektif untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Tujuan dari pengabdian masyarakat 

ini dapat memahami cara menggali potensi 

desa, memahami konsep perencanaan 

Pembangunan desa, memahami cara 

membentuk perencanaan pembangunan 

desa dengan terlebih dahulu merumuskan 

tujuan Pembangunan jangka menengah 

dan tahunan. Setelah perumusan maka 

membentuk tim perencanaan dengan 

pendampingan tim BPD untuk justifikasi 

usulan tim sesuai atau tidak untuk 

Pembangunan Desa Jrebeng.  

Sedangkan manfaat strategis yang 

didapat dari mengikuti kegiatan ini yakni 

dapat memberikan pengenalan 

perencanaan desa berbasis potensi yang 

mampu menggerakkan pembangunan 

desa, memberikan pemahaman mengenai 

prosedur pembentukan dan pengelolaan 

pembangunan desa yang partisipatif, 

inovatif, edukatif, transparan, dan 

akuntabel, Selain itu memberikan daya 

kreativitas beberapa unsur Masyarakat 

dan pemerintahan desa dalam 

mengembangkan perencanaan di desa 

dalam bidang ekonomi, kesehatan, 

Pendidikan, dan pembinaan atau 

pemberdayaan masyarakat yang 

berdampak pada peningkatan 

kesejahteraan desa. 

Penentuan legalitas dari 

perencanaan Pembangunan merupakan 

permasalahan yang harus diselesaikan 

karena hal tersebut akan membuat 

masyarakat menjadi tidak percaya dan 

takut untuk mencapai tujuan rencana 

pembangunan yang telah dirumuskan. 

Oleh karena itu, penentuan legalitas 

perencanaan Pembangunan desa dengan 

pendampingan dari bantuan hukum tim 

BPD dan notaris dapat menjadikan solusi 

sehingga legalitas perencanaan 

pembangunan desa terjamin secara hukum 

dengan baik(Priscilasari & Moelyono, 

2023) 
 

SIMPULAN 

Perencanaan pembangunan desa 

memerlukan partisipasi aktif bersama 

antara unsur masyarakat, aparat 

pemerintahan desa, dan tim Badan 

Pengawas Desa. Partisipasi ini sangat 

penting agar perencanaan yang telah 

disusun dapat dilaksanakan dengan efektif 

dan sesuai dengan tujuan utama, yaitu 

meningkatkan kesejahteraan kehidupan 

masyarakat desa. 

 

Dalam mengembangkan 

perencanaan pembangunan desa, 

kolaborasi yang erat antara masyarakat, 

aparat pemerintahan desa, dan Badan 

Pengawas Desa menjadi kunci utama 

keberhasilan. Masyarakat sebagai 

pemangku kepentingan utama memiliki 

pengetahuan mendalam tentang 

kebutuhan dan potensi lokal, sedangkan 

aparat pemerintahan desa dan tim Badan 

Pengawas Desa bertugas memastikan 

pelaksanaan perencanaan tersebut sesuai 

dengan regulasi dan standar yang berlaku. 

 

Partisipasi aktif dari masyarakat 

memungkinkan perencanaan 

pembangunan desa lebih responsif 

terhadap kebutuhan nyata penduduk 

setempat. Melalui musyawarah dan dialog 

yang efektif, kebijakan pembangunan 

dapat lebih akurat mencerminkan aspirasi 

dan prioritas masyarakat. Selain itu, 

keterlibatan aparat pemerintahan desa dan 

Badan Pengawas Desa menjadi garansi 

pelaksanaan yang transparan, efisien, dan 

sesuai dengan rencana yang telah disusun. 
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Dengan demikian, perencanaan 

pembangunan desa yang melibatkan 

partisipasi aktif bersama akan 

menciptakan basis yang kokoh untuk 

mencapai tujuan utama pembangunan, 

yaitu mensejahterakan kehidupan 

masyarakat desa secara berkelanjutan. 
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